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ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN
DIREKTUR PT. KARYA KENCANA SUMBER SARI
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN UDANG TANGKAP BERKELANJUTAN 
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor: ……………………………………………
Nomor: …………………………………………… 
Pada hari ini, ............ tanggal ........bulan ………… tahun dua ribu dua puluh enam (dd-mm-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

	1
	RUSDI HARTONO, S. Pi., MP
	:
	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.9, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

	2
	JIMMY WIBISONO
	:
	Direktur PT. Karya Kencana Sumber Sari, berkedudukan di di Jalan Raya Samorame No.39 Candi, Sidoarjo 61271, Jawa Timur Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha di bidang pengolahan hasil perikanan yang menginisiasi Program Perbaikan Perikanan Udang Tangkap (Fisheries Improvement Project) di Perairan anah Bumbu,Pagatan, Provinsi Kalimantan Selatan, melibatkan nelayan kecil, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, dengan tujuan mencapai standar keberlanjutan Marine Stewardship Council (MSC);
c. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu mengatur kerja sama ini dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dan mengikat secara hukum.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 23 Tahun 2014 tentang Atas Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan dan Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat;
13. Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Selatan No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
14. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkap yang diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Memberikan landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan perikanan Udang Tangkap berkelanjutan di Perairan Provinsi Kalimantan Selatan; 
(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan dan mengkolaborasikan potensi serta sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan penyelenggaraan Program Perbaikan Perikanan Udang Tangkap di Kalimantan Selatan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Pengelolaan Perikanan Udang Tangkap berkelanjutan di Perairan Provinsi Kalimantan Selatan;
(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. Penentuan stok Udang Tangkap secara spesifik;
b. Penyusunan dan implementasi Program Perbaikan Perikanan Action Plan untuk Udang Tangkap trammel net;
c. Pendataan dan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT beserta hasil tangkapannya;
d. Penyusunan dan penerapan peraturan pengelolaan perikanan Udang Tangkap;
e. Pelatihan dan penguatan kapasitas nelayan serta pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu
Hak Pihak Kesatu:
a. Mendapatkan laporan kegiatan Pengelolaan Perikanan Udang Tangkap yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
b. Mendapatkan data dan informasi stok perikanan udang tangkap di Kabupaten Tanah Bumbu.
c. Mendapatkan rencana kerja sesuai ruang lingkup perjanjian dan melaksanakan seluruh kegiatan yang telah disepakati.
d. Mendapatkan dukungan teknis dan pelatihan bagi nelayan, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pengelolaan perikanan Udang Tangkap berkelanjutan.

Kewajiban Pihak Kesatu:
a. Melaksanakan koordinasi lintas instansi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota guna memastikan kelancaran pelaksanaan program pengelolaan perikanan Udang Tangkap berkelanjutan.
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
c. Memberikan dukungan administratif dan kebijakan yang diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan program. dan koordinasi antarperangkat daerah.
d. Menyediakan ruang partisipasi inklusif terhadap nelayan, kelompok masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam forum pengelolaan perikanan.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua 
Hak Pihak Kedua (PT Cassanatama Naturindo):
a. Mendapatkan data dan informasi perikanan tangkap di Provinsi Kalimantan Selatan.
b. Menerima dukungan teknis dalam pengelolaan perikanan udang tangkap di Provinsi Kalimantan Selatan.
c. Mendapatkan akses dalam kegiatan pemerintah (misalnya program pendampingan, bantuan nelayan, asuransi nelayan dan lainnya).
d. Memperoleh jaminan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait program yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Kewajiban Pihak Kedua:
a. Menyediakan dukungan teknis dan pelatihan bagi nelayan, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pengelolaan perikanan Udang Tangkap berkelanjutan.
b. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara periodik setiap semester kepada PIHAK KESATU, yang memuat informasi capaian, kendala, serta rekomendasi tindak lanjut.
c. Melakukan koordinasi aktif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pihak terkait lainnya.
d. Mengupayakan keterpenuhan aspek ketertelusuran dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan;
b. Anggaran PT. Karya Kencana Sumber Sari;
c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama nomor ……. dan nomor …….. tanggal ……… antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan PT. Karya Kencana Sumber Sari tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan;	Comment by Heri heri: Di Jawa Tengah dasarnya Pemprov dulu, Gubernuran
(2) PARA PIHAK memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia guna mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Udang Tangkap Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan;
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SURAT MENYURAT

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, surat menyurat dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
(2) Alamat yang digunakan untuk surat menyurat dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
up. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 
Alamat	: Jl. Jend. Sudirman No.9, Loktabat Utara,Banjar Baru, 
Telepon	:	(0511) 4772037
Email	:	dkp.provkalsel@gmail.com

b. PIHAK KEDUA
Direktur PT. Karya Kencana Sumber Sari
Alamat	:	Jalan Raya Samorame No.39 Candi, Sidoarjo 
Telepon	:	
Email	: 

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN 

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
a. Batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak diperpanjang;
b. Diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka perlu dilakukan musyawarah oleh PARA PIHAK
(2) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK tetap mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, karena di luar kemampuan dan atau di luar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang;
(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
a. Bencana alam;
b. Peperangan atau keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.
Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, akan dituangkan dalam adendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum diatas dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.


	PIHAK KEDUA 






JIMMY WIBISONO
	PIHAK KESATU






ENDI FAIZ EFFENDI
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